I Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1)

Peraturan Menteri keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,

Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap
Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Balangan tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020;

l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pemmbentukan EKabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di  Provinsi Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54935);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara



Menetapkan

o

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1700);

. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTLUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN 2020,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat,

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai  unsur enyelenggara
Pemerintahan Desa. Al

4, L;IumlE_lh Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
egeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selan; isi
4 jutnya disinghkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. -

6. REI‘EEI"II.EHE Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral. =

7. Rek:r!mg Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan

dacrah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung
seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran
desa pada bank yang ditetapkan.

BAB Il
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

| Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

alokasi dasar;
alokasi afirmasi;

—

alokasi kinerja; dan

a o o

alokasi formula.

Pasal 3

i&lﬂkaai dasar setiap desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa
sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor
78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi,




(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menter
Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, di
kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan

tIesa: pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan
capaian hasil (outcome) pembangunan desa,

Pasal 6

F'enghihmgan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai beriku:

= pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%:

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%:

- capaian keluaran (outpuf) Dana Desa dengan bobot 25%: dan

- capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

o

0

Pasal 7

1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan

APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan
terhadap bidang APBDes.

|2) Pengeloaan dana desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa
dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola,

3) Capaian keluaran (outpuf) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & huruf ¢ dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa
dan persentase capaian output dana desa.

4) Capaian hasil (oufcome] pembangunan desa sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal & huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan
status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk
miskin,

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis vang bersumber dari kementerian yang

berwenang danfatau lembaga vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4]} * AF Kab




Keterangan :
Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
| penduduk Desa kabupaten Balangan,

2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa kabupaten Balangan.

: = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
| wilayah Desa kabupaten Balangan.
£4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
| Balangan.
' Alokasi Formula Kabupaten Balangan.

Pasal 10

-
2

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan
ahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
an merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN
ke RKD melalui RKUD.

2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksus pada ayvat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan
penvaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana
Desa dari Bupati,

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap [l paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu
keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);

c. Tahap 111 paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap [ dilaksanakan setelah Bupati menerima:
a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;

b. surat permchonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

c. rekomendasi Camat.




(6) Penyaluran Dana Desa Tahap [l dilaksanakan setelah Bupati
menerima:

a.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran 2019;

b.laporan realisasi penverapan dan capaian keluaran Dana Desa
Tahap | menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

c. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati ¢.q,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

d. rekomendasi Camat.

7) Penyaluran Dana Desa Tahap [l dilaksanakan setelah Bupat
menerima

a.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap |l menunjukan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen);

b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa; dan

c. rekomendasi Camat.

8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat {3) hurufl ¢
diberikan setelah Kepala Desa menyvampaikan berkas persyaratan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dan huruf b;

(9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d
diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan !

a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf ¢;

b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang
pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana
Desa Tahun Anggaran 2019) yang lengkap dan sah beserta
kewajiban pajak;

¢. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang
pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana
Desa Tahap | Tahun Anggaran 2020) yang lengkap dan sah beserta
kewajiban pajak.

(10) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf ¢
diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :

a. berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf a dan huruf b;

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang
pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana
Desa sampai dengan Tahap [l Tahun Anggaran 2020) yang lengkap
dan sah beserta kewajiban pajak.




{12]

(13)

(14)

(15)

11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang

pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat [9) huruf b dan huruf ¢ serta ayat
(10) huruf b, dapat disesuaikan pernyataan pertanggungjawabannya
khusus wuntuk Kepala Desa yang baru menjabat dengan
memperhatikan masa tugas vang bersangkutan.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan

ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dan seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Sistematika penyampaian persyaratan penyaluran oleh kepala Desa
kepada Bupati diatur sebagai berikut :

a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa
kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa melalui Camat.

b. pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan
verifikasi oleh Camat dibantu Tim Pembina Desa Tingkat
Kecamatan.

c. dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi,
Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan
penyaluran tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan surat rekomendasi Camat.

d. berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas
permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan
rekomendasi penyaluran.

e. Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan surat rr:kanndasi
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyiapkan
surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Sekretaris
Daerah atas nama Bupati beserta rekapitulasi permintaan
penyaluran Dana Desa;

f. Kepala Badan Keuangan Daerah dan/atau l{epaja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen
persyaratan atas Desa yang layak salur kepada H.cpala_ KPPN
selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa disertai surat
pengantar sebagaimana dimaksud huruf e;

g penyampaian dokumen persyaratan atas Desa yang layak salur
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara s:lalku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan setiap
minggu atau dapat memperhatikan usulan Desa.

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD,
Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan
penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara dan Bupati melalui Kepala Badan Keuangan
Daerah.



(1)

2)

1)
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)

(4]

(5]

(1)

(3)

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan  masyarakat  ditujukan untuk  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana
kerja Pemerintah Desa,

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh
Menten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan vang
dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan vang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
menyerap tenaga kerja dan masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setelah mendapat persetujuan
Bupati,

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang

menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 14

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan

atas penggunaan Dana Desa.

Tata cara Pendampingan sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Kementerian teknis terkait.



BABV
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

khepala Desa menyvampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI]

Pasal 16

{1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa
di RKD terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati dapat:

a, meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa
di RKD tersebut; dan/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan
pemeriksaan,

2) Terhadap penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Bupati dapat memberikan teguran/peringatan dan/atau
sanksi kepada Kepala Desa sebagaimana ketentuan perundang-
undangan yang berlaku,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di Paringin
/padatanggal 3 Januari 2020
| “BUPATI BALANGAN,

C |- : ttd . - .I
“H.?aﬂsﬂﬁﬁuﬁ DIN
Diundangkan di Paringin

pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH .
KABUPATEN BALANGAN, Balinsn se ngan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
P SBEKRETARIAT DAERAH
bed KABUPATEN BALANGAN

H. RUSKARIADI

H. M. IWAN SETIADY, 8H
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TJ"LHI.IJN 2020 NOMOR 2




LAMPIRAN

PFERATURAMN BUPAT] BALANGAN

MROMOR 2

LIN 2020

TENTANC TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAFPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

SETIAF ¥

DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANCGOARAN 2020

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DESA DANA DESA TAHAF | TAHAP I TAHAP I1I
Muara Ninkan 743,801,000 297,560,400 257.560.400 4B, 780200 |
Hamart 761,442,000 304,576.800 304 576800 152 288 400
Ju TH1.039.000 304.015.600 304.015.600 152,007 B0
Buntu Karau B34 319,000 335.287.600 I35, 267600 167,643, BOD
Bata 736.913.000 294.765.200 204 TES 200 14T 82600
Calumbang ThE B53. 000 306,741,200 | 306741200 153370600
Sunga Bau B03.212.000 330,884,800 320,884, B0 160,442,400
Sirap 730.750.000 295,900,000 205,500,000 147,950,000
Tigarun TE2.BAL 000 301,152,400 301,152,400 150.576.200 |
Tefuk Bayur 84245000 345.738,000 345,738,000 1 72.869.000
[Pamurus T78,B57.000 311.542 800 311,542.800 155.771 400
Marins B42.379.000 336.911.600 136,91 1600 €8 455,800
Lalayau 784,068,000 313.635.200 313.635 200 56.817.600
Mihy THD.073.000 313.029.200 13,029,200 156.014,600
Hukai 785.709.000 315 2R3 600 314 283600 157,141,800
Tawshan 906,395,000 362 584,600 363, 559,600 181.279.800
Gulinggang 818,682,000 FIT AT H00 327 472800 163,736,400
Munghur Uvam 4.605.000 320 B, A0 BAZ 00 164,921,000
Panimbaan 66,865,000 306,746,000 300,746,000 153.373.000
Wonurejo 830,400,000 332.160.000 33d.160.000 166, 080000
Sumber Rejeki £75.612.000 350,244 800 350.244 8O0 175.122.400

B44.771,000 337.008.400 337.908.400 6, G54 . 200
BE1,753.000 A52.701.300 352, 701.200 76350, 600
BT A0, 000 A07 030 D00 327032000 163,51 6.000
TA3 080,000 207.220.000 207.220.000 48.610.000
7 56,070,000 303,430,400 302,430,400 51.215 200
739,028,000 295.611.200 295.611.200 147,805 600
741 BED 000 296,743,600 296,723,600 148,361,800
BES. 964 000 354.393,600 354,393,600 177,196,800
G6E.960.000 38T 584.000 3B7.584.000 193.7932.000
G, 106,000 3B6.442 400 XAF 4432 400 83.771.200
771.131,000 308 452 400 308 452 400 54226 200
T4T 5TR.O00 299,03 1360 20031 300 149,51 5600
1012 744,000 405007600 405,067 600 209 548 BOO
23 488 000 329,308,200 329.395.200 164 607 0D
020,363,600 244, 105,200 368,105,200 L84 052 600
TG00 000 B07.960,000 307,960,000 153.940.000
928,572 000 375,428,800 375428800 B7.71%.400
AGA_ 538,000 355,535,200 A5-535.200 79, 767600
T47.622.000 299, 044 800 209 048800 459.524.400
Bb-4 462,000 345, TE4.B00 345,74, B0 T2.893 400
943 £39.000 AT7.575.600 377.575.600 BA.7HT.B00 |
B2 034 000 330,813,600 AR0ELE.E00 LG 406 BOD
FaT, A8 000 701,099,200 291,099,200 145540, 600
B2, 306,000 328.930,400 J28.930.400 164.465.200
710.081.000 264.032.400 284,032,400 142.016200
743,986,000 257.694 400 207554 400 46,797 200 |
B70.943.000 348,377 200 348377200 74, 168600
T79.827.000 311.930,B00 31 1,930.800 155.965.400
711.527.000 284.6 10,800 484,610,800 142.305.400 |
Ta2.429 000 296971600 296,971,600 148,485,800 |
BES, 064 D00 554 0325, 600 A54.025.600 §77.012 800
712803000 ZB5.141.900 288.121.200 143,560,600
708,331 000 283.332.400 T8I 3393 400 141666200
726.915.000 200,766,000 200 T66.000 145,383,000
715,754,000 286301600 265,301,600 143, 150,500 |
715,585,000 2B6, 254 000 2B6. 234 000 143 517.000
B34 T75.000 334, 7 1000 334710000 167 350, O |
T 331000 FEE PR 283,65 400 140846200
514542 000 335,976,800 336,576 800 62 986,400
7o B4 000 284,153,600 289,153.600 44.576.800
TEE B 000 313.146.000 S13, 148,000 56,574,000
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¥ 16388, 000 280,555, 200 286, 855200 143, 277600

THZ.797.000 313.118.600 313,118,800 156,550,400

T10.210.000 284 084,000 284,084,000 142.042.000

Ta0, 355 000 ZRA. 155600 288.155 600 144.077.800

B78, 101,000 351,240,400 351,240,400 175.620.200

720,760.000 26B.304.000 288.304.000 144,152.000
738,172,000 201 268 800 2591 268 800 145,634,400 |

TOH.534. 000 283,413 600 283,413,600 ek 706 B

72T AGT.000 290,966 600 290.686.600 145,493 400

747612000 206,044 B0 200.044 B0O 145.522 400

724 154 000 AHE, 677 .HO0 IHG. 6T R 44 H3B.B00

TH1 026 000 A4 10,400 00,4 10400 501,205,200

T30 869,000 T8 355 A00 288 355 600 144,177 BOD
TOT, R, 000 307 079,200 37 079,200 153.539.600 |

714,716,000 25 RBRE. 400 RS BAA 400 42.943.200

725,833,000 290.333.200 0.333.200 45, 166.600

711,786,000 264.714.400 2B4.714 400 142 357 200

738.316.000 295.326.400 205324, 400 147 £63.300

776, 854 000 310.757.600 310.757 600 155 378,800

740.471.000 296.166.400 296, 168400 148,064,200

730,325,000 202,130,000 2921 30.000 146. 065 D00

T36.410.000 290,564,000 290,564,000 145.2R2 DO

B43.672.000 337.469.200 337.469.200 166,734,600

835,599 000 134,239,600 334,230,600 167 119.800

748, 164 000 254 265,600 299.365.600 149.632 500

1,108, 08% 000 443,235 600 443235600 221.617.800

E70,208,000 348083200 348.083.900 174.041 600

745,990,000 208,396,000 208396000 145.198.000

745,963,000 318,365.200 318,385 300 155. 152 600

TBA, 353,000 315,34 1.200 315.341.200 157 670600

763,303,000 305 331 300 305,321 200 152,660,600

738.963.000 2495 593, 200 295 553.200 147.796.600

Kusambl Hulu T 10554 000 T4 34 1,600 284.34 1600 142.170.800

Kusambi Hilir 721,132,000 288.453.800 288 452 800 44,726,400

Simpang Tign B3 437000 ¥29 370.800 326370800 B4._685.400

stang Luras T44.351.000 257,740,400 7. 740400 14R.B70 300

i Il.mr. Hamawang 721,987,000 2EE. 794 B0 mmﬂ 1:;.:-§:.$

Lampihong |Hupang 726,838,000 200738300 290.735.: 145 367 .

Tumparng 712.387 000 284 954 B0 264,059 600 142477400

Matang Hansu 703.315.000 381336 D00 281.326.000 140653000

Lok Panginangan T28_7 14 000 291 485 600 201 4R5.600 145 742,800

Junglcal 719,537,000 257 B14 600 287.814.800 143.907.400

Sunga Tabulc 901,540,000 360,736,000 260,736,000 160.368.000

Jimamian BB4.679, 0D 38371 600 353871600 76,935 HOK)

[Fimping 738.551.000 295 420,400 205 430400 AT, T10.200

Hiltr Pasar TS 440,000 306, 176000 A06, 1 T, 000 | 53088, 000
Teluk Keryn 57,586 000 343 034, 400 343,034,400 171,517,200
Pupuyuan 524,226,000 | 369,691,200 368.691.200 164 545,600

gl AWAng TO5.84 1.000 2B2. 376 400 282376400 141.188 300

Feasicl Jaya 739,762,000 261, Bie BG0 251 Gl B00 145,952 (K]

Minsar 1,035 360,000 410,104 000 410,104 0 205,052 (00

Balung 711451 000 284,580,400 284 560400 142,290,300

Kalahiang 823,015,000 329.206,000 329.206.000 164,603,000

Laaung Batu 297,04 1 OG0 ool R1A.AD0 290 R 6,400 145.408.300
[Paran Ta4.827.000 289,930,800 265530 500 144965400 |
768 676,000 307,550,400 30T S0 A0 153, 775.200 |
OB 354 000 363341600 36334 16O 181670500 |
1‘13 ﬁ: EEJ‘I_I.';L_“"&'E‘LW QAT 300 47,837 30 173,813,500
121 |Parinjpn Lok Batung 732,917 000 203 566,600 203866 BOD 145,783 400 |
121 |Parinjgin Lamida Bawah 721,364,000 2B E45 600 ZBH Bal 600 144 372 800 |
133 ir} Dahm 718.658.000 2ET.A479. 200 ZETATG300 143735600
(134 | " Hujan Mas B4 56H, 000 323,827,200 323,837 200 161,91 3600
195 | Parink Habayuu 744,821,000 297 928400 257 S8 400 148, 964, 200
136 Balida 79076000 | 283,990,400 283.990.400 141,995,300
127 [Pari Sungal Ket BA1.754.000 332.717.600 332,717,600 166.356.800
128 |Paricign Selatan _|Baruh Bahinu Luar 716,182,000 384 472,800 86 AT2.800 143236 400
120 Belgtan [nan T14, 635,000 FHRE BES 300 ZHS. B85 200 143, 6T 600
130 Belatar [|Baruh Dahinu Dalam __ 756,882,000 302,753, 800 302752800 151 376400
131 n Selatan _|Pangpung T41.731.000 iﬂg.ﬁ?‘:m 203,692 400 1@“-‘“
(132 N Seclatan_|Galuinbang 954 00,000 381 984,000 381 664 000 L0, 2. 000 |
(133 [Parirgin Selatan | Halubas 60190000 384 076,000 384,076,000 192,038,000
34 [Pusifgin Selwtan | Bérjad 795 52T.000 318.210.H00 318,210,600 155,105,400 |
35 |Paridpn Sclatan_|Murung Abuin 707, 601000 263040400 TA3.0A0.ADD 141 530,200
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Bikn Eﬂ!.]'iu.ﬂm ZEE 4T8.000 A ST76.000 144,238,000
Marada TI9. 888,000 205 QORE 200 205955200 47077 600
Halubai Utama TTH.038, 000 3t 2189000 311 2153400 55 607 &30
Murung Jambu Tlg.ﬂ'?":!-] 300 JET.BBE 400 2ET.BES 00 1808504
Telaga Purun TLHETOE.000 28T 463 200 26T 463, 200 133,74 1 B0
Bl TaT.BRI0 000 397 132 000 201 132 000 1 45. 566,000
726,245 54 14101 408,000 A00AGE 000 145 2405 000
Dayak Fitap H2E, 725,000 331,490,400 331,490,400 45 Tﬁﬁﬂ
Tebing Tingg 827.273.000 530,909,200 330.909.200 165454600
| Sungmsm B23, 558,000 A 423,200 236 423,200 164,711,600
I;I1.:'1.:|-1 [ E.EEE-.EI"L:IEI a6, 74,000 206,734,000 163 6T 000
Mayanal 815, 166.000 26067300 F25.067 200 163,033,600
‘ElimEﬂE Bumbuan TG, 149,000 A48, 650600 3 1659600 1559, BF9.E00
Al BES. 746,000 346,298 400 Add, R 40} 173, 1%, 200
ﬁununﬁ Elari T T4 000 01, 1 09, &0 08, 5O, G 1 54054 B{)
Langhnp TTTER] 000 31 1072400 Q1 L.072 400 | 55. 536 200
Simpang Nodeng BEA ST 000 345,414 BOD 3-1-5.4-I4._E_DD 173 707 400
016,272 () 56 508,800 66,508,500 I.Sg_.hﬂﬁi-.'irm
[Rambizain 763,508.000 308,123,200 308, 123.200 152 561.600 |
JUBLAK 121, 27H, 103000 48,51 1.241,200 48,51 1.241,200 R‘E%Hﬂ.ﬁﬂﬂ
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